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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 0 5  /H K .0 3 .1 -K p t/3 5 2 5 /K P U -K a b /I /2 0 2 1
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2 0 2 1

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

M en im bang : a. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 5 ay a t  (1) 

P era tu ran  Presiden Nomor 33 T ahun  2012 ten tan g  

Ja rin g an  D okum entasi d an  Inform asi H ukum  

Nasional, yang m enyatakan  Biro H ukum  d a n /a ta u  

u n it ke ija  yang tu g as dan  fungsinya 

m enyelenggarakan kegiatan  yang berkaitan  dengan 

dokum en h u k u m  pada  Lembaga Pem erin tahan  Non 

K em enterian wajib m em bentuk  organ isasi ja rin g an  

dokum en tasi d an  inform asi h u k u m  di 
lingkungannya;

b. bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e te n tu a n  Pasal 14 

P era tu ran  Komisi Pem ilihan Um um  Nomor 1 T ahun  

2015 ten tan g  Pengelolaan d an  Pelayanan Inform asi 
Publik di L ingkungan Komisi Pem ilihan Um um , 

yang m enyatakan  Komisi Pem ilihan Um um , Komisi 

Pem ilihan Um um  Provinsi/K om isi Pem ilihan 

Independen Pem ilihan Aceh dan  Komisi Pem ilihan 

U m um /K om isi Pem ilihan U m um  Independen 

Kabu p a te n /K o ta  wajib m engum um kan  secara  se rta
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merta informasi publik yang telah dikuasai dan 

didokumentasikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Gresik tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim 

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109); 

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 82); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan 

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 456); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
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Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1911); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemiliran Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

 

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Gresik Nomor 04/PK.01-

BA/3525/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan 

Tim Reformasi Birokasi, Tim Pembina dan Tim 

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum serta Satuan Tugas Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan 
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Umum Kabupaten Gresik Tahun 2021, tanggal 22 

Januari 2021; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021. 

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 

2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai 

berikut : 

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi 

hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat 

diakses secara cepat dan mudah; 

b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum 

nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah 

satu wujud ketatapemerintahan yang baik, 

akuntabel, transparan, efektif dan efisien; 

c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang hukum; 

d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber 

daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim 

pengelola; 

e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan. 
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